
        

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR   31  TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR  

SELAMA PENUTUPAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus 

disease 2019 (COVID-19), salahsatu langkah yang telah 

dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Magetan  yaitu  menutup 

pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor; 

  b. bahwa dengan penutupan pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terdapat 

kendaraan wajib uji yang mengalami keterlambatan uji berkala 

yang disebabkan bukan karena kelalaian pemilik kendaraan; 

  c. bahwa bagi kendaraan wajib uji yang mengalami 

keterlambatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf  

b, perlu dibebaskan dari pengenaan sanksi berupa denda 

keterlambatan; 

  d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum, Bupati dapat memberikan keringanan, 

pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas 

pokok Retribusi dan/atau sanksinya; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan 

Bermotor Selama Penutupan Pelayanan Pengujian Kendaraan 

SALINAN 
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Bermotor Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5317); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5346) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5594); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122); 

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 

tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaran 

Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan 

Bak Muatan serta Komponen-komponennya ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahuun 2015 Nomor 1296); 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 

tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahuun 2018 Nomor 547); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 82); 

18. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di 

Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2012 Nomor 47); 

19. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA 

KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR SELAMA 

PENUTUPAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN 

BERMOTOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan ini ditetapkan pembebasan denda 

keterlambatan uji kendaraan bermotor selama penutupan 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka 

pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19). 

 

Pasal 2 

 

Pembebasan denda keterlambatan uji sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dikenakan bagi setiap kendaraan bermotor yang 

habis masa ujinya pada saat penutupan pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor. 

 

Pasal 3 

 

(1) Kendaraan bermotor yang habis masa ujinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan diujikan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan setelah pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor dibuka kembali, dikenakan 

pembebasan denda keterlambatan. 
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(2) Kendaraan bermotor yang habis masa ujinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan diujikan melampaui jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 

denda keterlambatan. 

 

Pasal 4 

 

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 

untuk melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di  Magetan 

pada tanggal  29 Mei 2020 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal  29 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

TTD 

BAMBANG TRIANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR  31 
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